
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Lenlang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

a. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemeriruah Kola Makassar 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
Alas Peraturan Alas Peraturan Wa1ikola Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerirrtah Kota Makassar, 
dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa dalam Lampiran C mengenai Bagan Akuntansi Standar 
(BAS) Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kata Makassar dalam 
pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu diubah untuk 
diatur kembali dalam Peraturan Walikota Makassar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Perubahan Keempat Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 ten tang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Makassar. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERJNTAH KOTA MAKASSAR 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR: 67 TAHUN 2020 

AR 
PROVl ELATAN 



2 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar 
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6523); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5494); 

8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan 
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan 
Kepulauan Oalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 



Ketentuan dalam lampiran C Pcraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah Kota Makassar (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 75), diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUSAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 
TAHUN 2015 TENTANG KESIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan 

MEM UTUSKAN: 

19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 
Lentang Kebijakan Akuntansi Pernerintah Kota Makassar 
(Serita Dae rah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75). 

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 ten tang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan 
Sarang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

 



.q 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 

M ANSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Pasal II 

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 22 Desember 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

              TTD

RUDY DJAMALUDDIN

67

23 Desember 2020


